LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.140, 2021 PENGESAHAN. Persetujuan. RI - Pemerintah
Republik  Demokratik Federal Ethiopia.
Pembebasan Visa. Paspor Diplomatik. Paspor
Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL
ETHIOPIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF
ETHIOPIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
AND SERVICE PASSPORTY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik
bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari
tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yaitu untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial;

b. bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan
dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik dengan
memfasilitasi akses masuk pemegang paspor

diplomatik dan paspor dinas dari Pemerintah Republik
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Mengingat

Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik
Federal Ethiopia, Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia
telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah  Republik
Demokratik Federal Ethiopia mengenai Pembebasan
Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor
Dinas (Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the
Federal Democratic Republic of Ethiopia on Visa
Exemption for Holders of Diplomatic and Service
Passports) pada tanggal 23 September 2019 di New
York, Amerika Serikat;

bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b perlu disahkan melalui Peraturan Presiden
sebagai dasar hukum pemberlakuannya;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia
mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor
Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Federal Democratic Republic of
Ethiopia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic

and Service Passports);

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK
FEDERAL ETHIOPIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA ON VISA
EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS).

Pasal 1

(1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah  Republik
Demokratik Federal Ethiopia mengenai Pembebasan
Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor
Dinas (Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the
Federal Democratic Republic of Ethiopia on Visa
Exemption for Holders of Diplomatic and Service
Passports) yang telah ditandatangani pada tanggal 23
September 2019 di New York, Amerika Serikat.

(2) Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah  Republik
Demokratik Federal Ethiopia mengenai Pembebasan
Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor
Dinas (Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the
Federal Democratic Republic of Ethiopia on Visa
Exemption for Holders of Diplomatic and Service
Passports) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
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Peraturan Presiden

diundangkan.

Agar setiap
pengundangan

penempatannya

Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

Peraturan

Pasal 2

ini mulai berlaku pada tanggal

orang mengetahuinya, memerintahkan
Presiden ini dengan
dalam Lembaran Negara Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA ON VISA EXEMPTION FOR
HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTYS)

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG
PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal
Ethiopia (selanjutnya secara bersama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara
sendiri-sendiri sebagai “Pihak");

Mempertimbangkan hubungan baik antara kedua negara,

Berkeinginan untuk lebih memperkuat hubungan tersebut atas dasar prinsip

imbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan
paspor dinas dari ked‘ua negara;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
masing-masing negara,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

Warga negara salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas
yang sah, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk ke, tinggal di,
transit melalui, atau keluar dari wilayah Pihak lainnya untuk jangka waktu tidak
lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal pertama masuk.




